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ABSTRAK

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan
barang, CV. Usaha Maju Setia telah menandatangani kontrak perjanjian
pengangkutan, CV. Usaha Maju Setia selanjutnya bertanggung jawab untuk
menyelenggarakan. pengangkutan dengan _selamat. Artinya bahwa pihak
pengangkut, yaitu CV. Usaha Maju Setia bertanggung jawab atas keselamatan
barangdan keamanan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya
hingga saatdiserahkannya barang tersebut ke tangan penerima. Serta apabila
dalam pengangkutan barang: tersebut ‘berjalan, tidak selamat, misalnya barang
tersebut mengalami kerugian akibat kehilangan, kerusakan atau. keterlambatan
dalam pengirimannya, maka hal ini juga menjadi tanggung jawab pengangkut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan
pengangkutan laut kapal kayu kargo oleh CV. Usaha Maju Setia di Pangkalan
Kerinci; (2) Bagaimana tanggung jawab Pengangkutan Laut Kapal Kayu Kargo
oleh CV. Usaha Maju Setia.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan-bahwa CV. Usaha Maju
Setia telah melakukan perannya dalam pelaksanaan pengangkutan, dalam
memenuhi pelaksanaan pengangkutan tersebut .terdapat beberapa faktor
penghambat menyebabkan terjadinya keterlambatan atau kerusakan barang
muatan beserta tanggung jawab CV. Usaha Maju Setia apabila terjadi
keterlambatan atau kerusakan barang muatan.

Simpulan dari penelitian int-adalah (1) Pelaksanaan pengangkutan laut
Kapal Kayu Kargo oleh CV. Usaha Maju Setia, pada prinsipnya telah berjalan
denganbaik. (2) Dalam pelaksanaan pengangkutan barang CV. Usaha Maju Setia
mengalamai beberapa kendala atau hambatan, hambatan-hambatan yang dihadapi
antara lain berupa faktor alam, kecelakaan, ataupun kelalaian pihak pnegangkut.
(3) tanggung jawab CW.-Usaha Maju Setia apabila terjadi keterlambatan,
kehilangan, kerusakan pada barang maka CV. Usaha Maju Setia akan mengganti
dan bertanggung jawab atas barang-barang yang diangkutnya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengangkutan.
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ABSTRACT

As a company engaged in the transportation of goods, CV. Usaha Maju
Setia has signed a contract of carriage agreement, CV. Usaha Maju Setia are then
responsible for organizing the transportation safely. It means that the carrier party,
that is, CV. Usaha Maju, Setia is responsible for the.safety of the goods and the
security of the goods that must.be.transported,-from the time.of receipt to the time
of delivery of the goads into the hands of the recipient. And If the transportation of
the goods runs unsavoryly, for example, the goods suffer losses due to loss, damage
or delays in their delivery, then this is also the responsibility of the carrier.

The prablems in this:study are: (1) Howto"carry out the sea transportation
of cargo wooden ships by CV. Usaha Maju Setia in Pangkalan Kerinci; (2) What is
the responsibility of the Sea Freight of Cargo Wooden Ships by CV. Usaha Maju
Setia.

The results of the study obtained showed that CV. Usaha Maju Setia has
performed its role in the implementation of transportation, in fulfilling the
implementation of the transportation there are several inhibiting factors causing
delays or damage to cargo goods along with cv responsibility. CV. Usaha Maju
Setia in the event of delays or damage to cargo.

The conclusions of this study are (1) Implementation of sea transportation
of Cargo Wooden Ships by CV. Usaha Maju Setia, in principle, have gone well. (2)
In the implementation of the;transportation of CV CV. Usaha Maju Setia overcome
several obstacles or obstacles;-ohstacles-faced;-including in.the form of natural
factors, accidents, or negligence of the pnegangkut party. (3).Responsibilities CV.
Usaha Maju Setia in case of delay, loss, damage to goods then CV. Usaha Maju
Setia will replace and be responsible for the goods it transports.

Keywords: Responsibility, Carriage.
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Pengangkutan merupakan kegiatan yang sering kali dilakukan oleh orang atau
badan usaha di indonesia. Keberadaan pengangkutan juga tidak dapat dipisahkan
dari kehidpuan manusia‘sehari-hari. Mulai dari zaman.kehidupan manusia yang
paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern
senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan.® Di .indonesia sendiri
pengangkutan dapat dilakukan melalui jalur darat, laut dan udara. Mengingat
keadaan geografis indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta
sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui negara
dapat dijangkau. .Kemajuan di bidang pengangkutan mendorong pengembarangan
ilmu hukum baik perundang-undangan. maupun kebiasaan pengangkutan. Sesuai
tidaknya undang-undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan
masyarakat tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan. Demikian juga
perkembangan hukum kebiasaan, seberapa banyak perilaku dapat menciptakaan
kebiasaan dalam dalam pengangkutan tergantung juga dari penyelenggaraan
pengangkutan itu sendiri.

Transportasi yang semakin maju dan lancarnya pengangkutan, sudah pasti
akan menunjang pelaksanaan pembangunan yaitu berupa penyebaran kebutuhan

pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di

ISigitSapto Nugroho, Hukum Pengangkutan Indonesia (Solo: Navida, 2019), him. 8
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berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misal sektor industri, perdagangan,
pariwisata dan pendidikan. Transportasi ditinjau dari sudut Geografis, dapat dibagi

sebagai berikut:2

1. Angkutan an

2.

3.

4,

5.

6 nsportation)
pada dua golongan

besar, yaitu tran li pedalaman (inla : ansportation) dan

tranportasi (0cea al: ﬁ N itu meliputi

transpor yan dapat di dalam

batas wilayah or laut meliputi

transpor pelayara puti transpor antar

pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk
mnyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat

tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk

2 H.Rustian Kamaluddin, Ekonomi Transportasi Karasteristik, Teori, dan Kebijakan. (t.t :Ghalia Indonesia)
hal.16
3 Ibid, hal.66
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membayar uang angkutan®. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk

memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan

meninggalkan manfaat serta efisiensi. Secara garisnya pengangkutan dapat

sehingga tidak menjadi beban bagi usaha pengangkutan melalui air.
2. Sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan

berat puluhan atau bahkan ratusan ton.

4 Purwosutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan (Jakarta:
Djambatan, 2003), him. 5

5 RidwanKhairandy,S.H., M.H.,MachsunTabroni, S.H., M.HUM., EryArifuddin,S.H.,M.H.,DjohariSantoso,
S.H.,S.U., PengantarHukumDagang Indonesia, Jilid 1

6 R.Soekardono, Hukum Perkapalan Indonesia, (Jakarta :Dian Rakyat,1969),halaman 12
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Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua belah

pihak, yaitu pihak pemberi jasa pengangkutan dengan pemakai jasa.

Dengan adanya perjanjian tersebut menyebabkan timbulnya tanggung jawab

gangkut harus
mengganti gian batangnya

arau karena diserahkannya

NN

barang itu s ah akibat suatu

kejadian y: akibat sifatnya,

S Y

keadaannya a 3 ara a Se ata i salahan pengirim. la

orang atau lebih. Karenanya, perjanjian tersebut berlaku sebagai perjanjian yang
diatur Undang-undang untuk pihak yang berkaitan ataupun mengikatkan dirinya
pada perjanjian tersebut, dan juga menimbulkan hubungan dengan dua pihak
tersebut yang disebut dengan perikatan. Pengertian perikatan adalah hubungan

hukum antara subjek hukum, berkaitan dengan semua itu, seseorang atau lebih yang

7 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 468
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mengikatkan dirinya untuk melakukannya ataupun tidak melakukannya terhadap

pihak lainnya. ®

Menurut Sri Redjeki Hartono, Perjanjian Pengangkutan dapat terjadi tanpa

perjanjian,

belah piha

perjanjian dua_k ‘ : : pakan suatu bukti
tentang ad jan| eng: an. Se ‘ ernyataan bahwa
pengangkute au nahk ersedia menerima bar diangkut menurut

penyebut dé v at angkut yang

dimaksud.®

disamping itu nahkoda juga berwenang mengeluarkan konosemen berdasarkan 505
KUHD.
Secara umum dapat dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk

tiba ditempat yang dituju dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi

8 Zaeni, A. “Hukum Bisnis” (Raja Grafindo,Jakarta 2008)
0 Purba, Hasim, “Hukum Pengangkutan Di Laut”’, Medan, Penerbit Bunga Bangsa Press, 2005.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

penumpang atau barang yang diangkut. Tiba ditempat tujuan dalam artian bahwa

proses pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa

kerusakan ataupun keterlambatan sesuai dengan waktu dan kondisi yang di

pengangkutan barang dari dalam dan keluar negeri maka juga diatur konvensi
internasional, disamping KUHD dan peraturan pemerintah dalam bidang
pengangkutan laut. Oleh karna itu, semakin berkembangnnya pengangkutan laut

diperlukan upaya hukum untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat

10 Sigit Sapto Nugroho, dkk “Hukum Pengangkutan Indonesia”, (solo: navida, 2019) him.8

1 Saefullah Wiradripraja. E, “Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Pengangkutan Internasiona dan
Nasional”, (Yogyakarta: Liberty,2009)



dalam pengangkutan laut melalui perkembangan norma-norma dan kaidah hukum
yang secara tegas menceminkan keseimbangan dalam kewajiban pertanggung
jawaban dan hak yang timbul dari masing-masing pihak.*?

Sebagai perusahaan. yang.bergerak dibidang Jasa Transportasi Angkutan
Sungai dan Danau disebut dengan Transport Kapal Angkutan Sungai, CV. Usaha
Maju Setia telah menerima titipan suatu barang yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM)
jenis Solar Industri (Non Subsidi) kabutuhan PT. PLN (Persero) Ranting Teluk
Dalam dan PT.PLN (Persero) Ranting Teluk Meranti, dari sebuah perusahaan yang
bergerak dalam bidang jasa Transportasi dan penyediaan Bahan Bakar Minyak
(BBM) Industri yang disebut Transportir BBM Pertamina yaitu, PT. ABKS disebut
sebagai pihak pengirim. CV. Usaha Maju Setia selanjutnya bertanggung jawab
untuk menyelenggarakan pengangkutan yang mengirimkan barang angkutan ke
tempat yang dituju dengan selamat. Yang artinya bahwa pihak pengangkut, yaitu
CV. Usaha Maju Setia memiliki kewajiban atas keselamatan barang yang harus
diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut ke
tangan penerima. Serta apabila dalam pengangkutan barang tersebut berjalan tidak
sesuai yang diperkirakan ‘dengan. perjanjian pengangkutan, misalnya barang
tersebut mengalami kerugian akibat berkurangnya volume barang, kerusakan atau
keterlambatan dalam pengirimannya, maka hal ini juga menjaadi tanggung jawab
pihak pengangkut. Namun mengenai tanggung jawab tersebut ada pembatasannya.

Pengangkut bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada pengirim apabila

12 Sigit Sapto Nugroho, dkk “Hukum Pengangkutan Indonesia”’, (solo: navida, 2019) him.10
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kerugian akibat kerusakan atau keterlambatan barang yang dikirimkan tersebut

karena kelalaiannya, kecuali apabila kerugian itu timbul karena salah satu sebab

sebagai berikut:1. Keadaan yang memaksa (overmatch), 2. Cacat barang itu sendiri,

pengirim at
pihak lain
pihak, sep a me """ _- -_ | mana_pe an telah harus
selesai dik :
memuat juga

1) atau ukuran b ars diangkut, begitupun

)
©)
(4)
(5)

(6) Tandatangan si pengirim atat Ur, surat angkutan itu, ekspeditur harus

membukukannya dalam register hariannya.

Meskipun demikian ternyata dalam prakternya perjanjian pengangkutan ini
bersifat konsensuil yang artinya untuk adanya perjanjian pengangkutan telah cukup
bila adanya persetujuan kehendak antara pengirim dengan pengangkut. Dan tidak
perlu adanya surat muatan. Sehingga muatan yang diatur dalam pasal 90 KUHD itu

hanya merupakan suatu alat pembuktian tentang adanya perjanjian pengangkutan.



Mengenai cara terjadinya perjanjian pengangkutan menunjuk pada
serangkaian perbuatan tentang penawaran dan penerimaan yang dilakukan
serangkaian perbuatan semacam ini tidak ada pengaturannya dalam Undang-
Undang, melainkan ada dalamkebiasaan yang-hidup dalam praktek pengangkutan.

Kebiasaan dalam pengangkutan yang dimaksud adalah apabila Undang-
Undang tidak mengatur , mengenai Kewajiban dan hak-hak serta syarat-syarat yang
dikehendaki pihak-pihak, atau walaupun diatur tetapi dirasakannya kurang sesuai
dengan kehendak pihak-pihak. Maka pihak-pihak mengikuti kebiasaan yang telah
berlaku dalam praktek pengangkutan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Kebiasaan yang hidup dalam praktek
pengangkutan adalah kebiasaan yang berderajat hukum keperdataan yaitu berupa
perilaku atau perbuatan yang memenuhi ciri-ciri berikut:

1. Tidak tertulis yang hidup dalam praktek pengangkutan,

2. Berisi kewajiban bagaimana seharusnya pihak-pihak berbuat,
3. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan,
4. Diterima oleh pihak-pihak karena adil dan masuk akal (logis)
5. Menuju pada akibat hukum yang dikehendaki para pihak.

Dalam perjanjian pengangkutan, harus diketahui tentang berakhirnya
perjanjian mengangkutan. Untuk mengetahu kapan perjanjian pengangkutan
berakhir, menurut AbdulKadir Muhammad, perlu dibedakan 2 (dua) keadaan yaitu:
1. Dalam keadaan tidak terjadi yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang

dijadikan ukuran ialah saat penyerahan dan pembayaran biaya pengangkutan

13 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Pengangkutan Niaga”, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2008)
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ditempat tujuan, dan 2. Dalam keadaan terjadi peristiwa yang menimbulkan

kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah pemberesan membayar

ganti kerugian.

1. : sanaan pe 3 elalui kapal kayu

Untuk mengetahui bagaimana Tanggung jawab perdata CV. Usaha
Maju Setia atas keterlambatan pengangkutan laut kapal kayu kargo di
Pangkalan Kerinci?
2.  Manfaat Penelitian
1.  Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat

dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan wawasan serta

10
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meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada

mengenai tanggung jawab pengangkutan laut kapal kayu kargo

terhadap jasa pengiriman oleh CV. Usaha Maju Setia.

D. Tinjaua

1)
eterlambatan,
ak barang tersebut
g, merupakan

iadakan antara

a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;

b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;

c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang
diangkut; atau

d. Kerugian pihak ketiga

14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 40

11
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2. Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh

kesalahannya, perusahaan angkutan diperairan dapat dibebaskan

saat penerimaan sampai saat penyerahaanya. Pengangkut harus mengganti
kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau
karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak
diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu

adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau

15 pasal 44 UU No. 17 Tahun 2008

12
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dihindarinya, akibat sifatnya, keadaanya atau suatu cacat barangnya sendiri
atau akibat kesalahan pengirim. la bertanggung jawab atas tindakan orang

yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya”.® Selain itu,

an laut yaitu

laut untuk

PP 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengangkutan Laut maupun
Menurut UU No. 177 tahun 2008 tentang Pelayaran :
1.  Pelayaran Dalam Negeri,

2.  Pelayaran Rakyat,

16 purwosutjipto, HMN. “Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia”, (Jakarta: Djambatan, 2009).

Hal. 3

17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988

13
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2)

3. Pelayaran Perintis,

4.  Pelayaran Luar Negeri.

Teori Perjanjian

Jadi perjanjian

didukung oleh

taaey

umnya bersifat

men angkutan.

5 58

sebagai carter

Pengangkutan Di Laut” , pengangkutan adalah:
“Kegiatan pemindahan barang dan atau orang dari suatu tempat
ketempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun

angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Jadi pengangkutan ini

8 ApdulkadirMuhammad, Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam
Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi (Yogyakarta: Genta Press, 2007), him. 1

14



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

merupakan suatu wujud kegiatan dengan memindahkan barang-barang atau

penumpang (orang) dari tempat asal kesuatu tempat tujuan tertentu.”*®

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan

Adapun pihak-pihak dalam Pengangkutan Laut yaitu:
1.  Pengangkut, vaitu orang Yyang mengiikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau oang dari suatu

tempat ke tempat tujuan dengan selamat.

19 Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut (Medan: Bunga Bangsa Press, 2005).
MuchtarudinSiregar, Masalah Ekonomi dan ManajemenPengangkutan (Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1978), him. 5

15



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

3)

1.

Pengirim Barang, yaitu orang yang mengikatkan diri untuk mengirim
suatu barang dengan membayar uang angkutan. Pengirim belum tentu

pemilik barang, biasanya dalam praktik pengirim adalah ekspeditur

\QQ.

Penelitian terdahulu te enel ini adalah sebagai berikut:

Anak Agung Ngurah Bagus Baskara dengan judul “Tanggung Jawab
J&T Ekspress Apabila Terjadi Kerusakan Dalam Pengangkutan
Barang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bentuk
pertanggung jawaban atas kerusakan barang yang terjadi selama
pengiriman menggunakan jasa pengangkutan J&T ekspress dan akibat

hukum dari J&T ekspress apabila melakukan wanprestasi. Metode yang

16
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digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris

dengan pendekatan kualitatif. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa

“Bentuk pertanggung jawaban J&T Ekspress terhadap barang-barang

ggung jawab

bulkan akibat

pasal 472 KUHD, dan penyelesaian sengketa yang timbul dari
pengangkutan tersebut dapat melalui 2 cara yang sesuai dengan pasal
45 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,

yaitu : Non Litigasi dan Litigasi”??

2L Skripsi, Anak Agung Ngurah Bagus Baskara “Tanggung Jawab J&T Ekspress Apabila Terjadi Kerusakan
Dalam Pengangkutan Barang”
22 Skripsi, Sandy Anantyo dengan Judul “Penganghkutan Melalui Laut”

17
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3. Bella Restuning Pertiwi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pengangkutan

Barang Melalui Laut Dalam Bill Of Lading”. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab pengangkut atas

pengangkutan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah yuridis
empiris. Hasil dari penelitian ini adalah “Perjanjian pengangkutan
melalui kapal laut pada PT. Pan Maritim Wira Pawira Palembang dalam
pelaksanaan perjanjian sebagaian ditentukan dalam undang-undang dan

sebagian lagi berdasarkan kebiasaan. Bukti perjanjian pengangkutan

23 Skripsi, Bella Restuning Pertiwi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pengangkutan Barang Melalui Laut
Dalam Bill Of Lading”

18
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barang berupa surat tanda terima. Dan tahap kepengurusan

pengangkutan dimulai dari saat kedatangan kapal kepelabuhan sampai

9924

dengan waktu bongkar muat

5. 0 1ya engan Judu ab Pengangkut Dalam

E%‘!\‘ .03 . Dakota Cargo

Asemmqu f?@ - bagaimana

" saian terhadap
ang digunakan

ah “Tanggung

b2\ U\

Kudus adalah

an penyeleaian

Sauna

memberikan defenisi terhadap konsep yang dipakai, yaitu:
Pertanggung jawaban, Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban

berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua

24 Skripsi, Nadya Pratiwi dengan Judul “Analisa Hukum dan Tanggung Jawab dalam Perjanjian

Pengangkutan Barang Lewat Laut Melalui PT. Pan Maritim Wira Pratama”

25 Skripsi, Anang Indriyanto dengan Judul “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pelaksanaan Angkutan
Barang Kiriman Melalui Darat Di Dakota Cargo Kudus”

19
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hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang
mungkin ditimbulkannya. 2

Perjanjian Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan

ud adalah adanya
produk yan( ng tidak sesuai

dengan wa

Untuk penelitian ini penulis turuni langsung kelapangan dengan menjumpai
para pihak yang terkait dengan memakai alat pengumpulan databerupa

“wawancara” yaitu tanya jawab secara tatap muka langsung.

% Sugeng Istanto,
2"Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut (Medan: Bunga Bangsa Press, 2005).

20
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Sedangkan sifat penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala.

230ekanto, 1987

2HusainiUsman, MetodologiPenelitian Social (Jakarta: BumiAksara, 2009)
30Bambang Sunggono, MetodologiPenelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005)
*Ibid

21
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Tabel 1.1

Populasi dan Responden Penelitian

Responden Populasi Persentase

100%

100%

100%

100%

eknik “sensus”,

ek penelitian ini

+ ALY

y <o

yang telah ditetapkan.

b.  Data Sekunder
Yaitu, data yang didapat melalui pengumpulan atau pengolahan

data yaitu studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah

32 MasriSingarimbun,MetodePenelitianSurvei (2012)
33 Svafrinaldi,“Buku Panduan Penulisan Skripsi” (UIR Press,Pekanbaru 2017)

22
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penelitian.®* Data sekunder ini dihasilkan dari beberapa literatur atau

buku-buku sebagai pelengkap dari data primer, yakni:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

kenyataan sebenarnya.
7.  Metode Penarikan Kesimpulan
Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif,

yaitu data yang diperoleh bersifat khusus yaitu Hasil Penelitian dikaitkan

34 Iskandar“Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)”(Gaung Persada
Press,Jakarta.2008)
35 Riduwan. “Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian(Alfabeta,Bandung.2009.)

23
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dengan Data yang bersifat Umum, yaitu Pandangan Pakar teori, Buku-buku

dan Perundang-undangan.

%

S\

o
e
o
4
P
v
y
¢

s

24
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A

BAB 11
TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum Perjanjian Pengangkutan

al-hal yang diatur

2
o
o
v g
y.
-
g

dengan semua itu, seseorang bih yang mengikatkan dirinya untuk

melakukannya ataupun tidak melakukannya terhadap pihak lainnya.
Menurut Sri Redjeki Hartono, Perjanjian Pengangkutan dapat terjadi

tanpa adanya surat angkutan, artinya dapat terjadi dengan atau secara lisan.

Sehingga cukup dengan adanya kata sepakat saja. Pasal 90 KUHD

36 Zaeni, A. “Hukum Bisnis” (Raja Grafindo,Jakarta 2008)

25
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sebenarnya memberikan ketentuan bahwa surat angkutan tidak merupakan
syarat sahnya adanya suatu perjanjian, karena tidak di isyaratkan untuk

adanya penandatanganan dari kedua belah pihak (pengirim dan pengangkut).

Adanya suatu ha
4.,  Suatu klausa yang halal®®
Seperti halnya dengan perjanjian pada umumnya, disini kedua belah

pihak diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian

perjanjian.

87 Purba, Hasim, “Hukum Pengangkutan Di Laut”, Medan, Penerbit Bunga Bangsa Press, 2005.
% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

26



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Hal ini memang sesuai dengan pasal 1388 KUHPerdata yang menyatakan:

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai
penggantian rugi dalam hal keterlambatan memuat juga:

(1) Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang akan diangkut,
begitupun merek-merek dan bilangannya;
(2) Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya;

(3) Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu;

39 Kitab Unsang-Undang Hukum Perdata Pasal 1388

27
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(4) Jumlah upahan pengangkutan;
(5) Tanggal

(6) Tandatangan si pengirim atau ekspeditur, surat angkutan itu, ekspeditur
harus membukukannya dalam register hariannya.

syarat-syarat yang dikehendaki pihak-pihak, atau walaupun diatur tetapi
dirasakannya kurang sesuai dengan kehendak pihak-pihak. Maka pihak-pihak
mengikuti kebiasaan yang telah berlaku dalam praktek pengangkutan.
Menurut Abdulkadir Muhammad, Kebiasaan yang hidup dalam praktek
pengangkutan adalah kebiasaan yang berderajat hukum keperdataan yaitu

berupa perilaku atau perbuatan yang memenubhi ciri-ciri berikut:

28
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1. Tidak tertulis yang hidup dalam praktek pengangkutan,Berisi
kewajiban bagaimana seharusnya pihak-pihak berbuat,

2.  Tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan,

pengangkutan

(dua) keadaan

kerugian, maka

membayar ganti

Objek hukum pengan gala sasaran yang digunakan
untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokonya meliputi barang
muatan, alat pengangkkut, dan biayabangkutan. Jadi objek hukum

pengangkutan adalah barang muatan, alat pengangkut, dan biaya yang

digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga, Yaitu

40 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Pengangkutan Niaga”, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2008)
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terpenuhnya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan
bermanfaat.**

“...Dalam Kitab Undang-undang Perdata pasal 499 “barang” adalah

yjkan menurut

ELE

ang-binatang
ang binatang,
pengangkut

Terhadap

AENAEN

v
Tentang binatang, penc ga dilakukan dengan kapal tetapi

pengangkut menyediakan ruangan dan air minum untuk hewan.

Barang sebagai obyek pengangkutan barang di laut adalah segala

sesuatu benda yang akan diangkut oleh kapal dari suatu tempat penerimaan

4l Abdulkadir Muhammad, “Hukum Pengangkutan Niaga”, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2013) hal.59
42 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata

%3 Lawalatta, Konosemen Dan Masalah Tanggung Jawab Pengangkut, Kumpulan Aspek-AspekProblem
Maritim Niaga (Jakarta: Aksara Baru, 1982),hal.8
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sampai ke tempat tujuan sepanjang benda-benda itu oleh peraturan hukum
yang ada diperbolehkan dimasukkan atau dikeluarkan dari pelabuhan secara

legal.*

Barang gas

d)  Barang rongga (barang-barang elektronik)
Dari jenisnya, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3

golongan, yaitu:

*4 Ibid, Hal.9

31



a)  General cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara
membbungkus dan mengepaknya dalam bentuk unit-unit kecil.

b) Bulk cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara

pesar yang
~
0
=

)
=
Er n perusahaan
B O
E— E menggunakan
=
- n sewa. Alat
= = »
E- = n oleh masinis.
g ? yang dijalankan
-
< By yang dijalankan
S =
7 _'=ﬂ disebut pesawat
[
:T = nahkoda dan pilot
E :r usahaan pengangkutan
E dak untuk kepentingan dan atas
o
=

nama pengangkut.*®
(3) Biaya pengangkutan (charge/expense)
Pemerintah menerapkan tarif berorientasi kepada kepenitngan

dan kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur

4 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Pengangkutan Niaga”, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2013) hal.61
4 Sution usman adji,dkk, “Hukum Pengangkutan di Indonesia”, ( ringka cipta, jakarta, 1991) hal 1
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dan golongan tarif tersebut, perusahaan umum, kereta api, perusahaan
angkutan umum, perusahaan laut niaga, dan perusahaan udara niaga

menetapkan  tarif  berorientasi  kepada  kelangsungan dan

dalam rangka

ykutan.*’

Q@ yang.bersangkutan oleh Undang-
undang, yaitu da ‘ s/d Pasal 1147 KUHPerdata
dimasukkan dalam hak istimewa (privilege) atas barang-barang
tertentu, yaitu atas pendapatan dari barang-barang yang diangkut. Hak
istimewa menurut pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata adalah suatu hak

yang oleh undang-undanf diberikan kepada seorang berpiutang

47 Sution usman adji,dkk, “Hukum Pengangkutan di Indonesia”, ( rineka cipta, jakarta, 1991) hal 1
% Abdulkadir Muhammad, “Hukum Pengangkutan Niaga”, cetakan II (Aditya Bhakti: Bandung, 2013)
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sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya,

semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Sifat Tentang Perjanjian Pengangkutan

2)

upah perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”.
Sifat perjanjian berkala adalah pemborongan

Sifat yang kedua ini didasarkan pada pasal 1617 KUHPerdata,
yang berbunyi “Hak-hak dan Kewajiban juru pengangkut dan nahkoda
di atur dalah KUHD”. Ketentuan pasal 1617 KUHPerdata ini

merupakan pasal penutup dari KUHD Bab VII a, bagian keenam

34
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tentang pemborongan pekerjaan. Oleh karena itu sementara orang
mnegira bahwa sifat perjanjian pengangkutan adalah pemborongan,

namun apabila dilihat dalam pasal 1601 b KUHPerdata yang berbunyi

3)

n penyimpanan

at .49

ketetapan dalam pasal 371 KUHD dan pasal 365 KUHD.

4)  Sifat perjanjian adalah konsensuil
Menurut Purwosujtipjo pengangkutan adalah bersifat konsensuil

dengan mendasarkan kepada system hukum di Indonesia, dimana

49 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 466 ayat (1)
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pembuatan perjanjian pengangkutan tidak diisyaratkan harus tertulis,
tetapi cukup dengan lisan asal ada perjanjian kehendak.*

Selanjutnya didalam perjanjian pengangkutan laut ada dokumen

suatutempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya
guna dan nilai.>

Pengangkutan pada pokoknya berfungsi membawa barang-

50 purwosutjipto, HMN. “Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia”, (Jakarta: Djambatan, 2009).
Hal. 17

5! Lawalatta, Konosemen Dan Masalah Tanggung Jawab Pengangkut, Kumpulan Aspek-AspekProblem
Maritim Niaga (Jakarta: Aksara Baru, 2011),hal.15

52 purwosutjipto, HMN. “Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia”, (Jakarta: Djambatan, 2009).
Hal. 9

36



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

barang yang dirasakan kurang sempurna bagi pemenuhan kebutuhan
ditempat lain dimana barang tersebut menjadi lebih berguna dan

bermanfaat. Jugamengenai orang, dengan adanya pengangkutan maka

=4
-
<

| haruslah sesuai dengan barang

2) Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (right of
way).
Fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api,

peraiaran/sungai, Bandar udara, navigasi dan sebagainya. Jadi

3 gri Rejeki Hartono, “Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat ”. (Semarang: UNDIP, 1980)
Hal 8.
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apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau

tersedia tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri

tidak mungkin berjalan dengan lancar.

memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain
secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan
barang atau orandapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang
banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan

pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam

>4 Ibid, Hal.9
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ukuran jarak dan waktu tempuh.

Dengan adanya pengangkutan tentunya juga akan menunjang
usaha dari pemerintah dalam rangka untuk meratakan hasil
pembangunan diseluruh tanah air,-karena suatu-daerah yang tadinya
tidak mempunyai hasil pertanian misalnya, maka dengan adanya
pengangkutan akhirnya daerah tersebut mendapatkan barang-barang
yang dibutuhkan dengan cepat dan harga terjangkau.>®

Disamping itu pengangkutan juga sangat membantu dalam
mobilitas tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain karena tanpa
adanya pengangkutan maka aktivitas yang akan dilakukan tidak dapat
berjalan. Dengan demikian pengangkutan dapat meningkatkan nilai
guna suatu barang atau manusia sebagai obyek dari pengangkutan.

5.  Pihak-pihak Dalam Rerjanjian Pengangkutan
Pada dasarnya dalam pembuatan perjanjian pengangkutan terdapat
pihak-pihak yang mengikatkan untuk melaksanakan prestasi yang berbedaa,
yaitu antara pihak pengangkutan dan pihak pemakai jasa angkutan.
Menurut AbdulKadir. Muhammaad, pihak-pihak dalam perjanjian

pengangkutan terdiri dari: “pengangkut dan pengirim untuk pengangkutan

9556

99 ¢

barang”. “pengangkut dan penumpang untuk pengangkutan penumpang
Selanjutnya dikatakan pula, bahwa pihak-pihak yang berkepentingan
ini ada yang secara langsung terlibat dalam perjanjian, seperti pengangkut,

pengirim, penumpang. Ada juga yang secara tidak langsung terikat dalam

55 Sri Rejeki Hartono, “Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat ”. (Semarang: UNDIP, 2001) Hal 11
%6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2013), him 21
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perjanjian karena bukan pihak, melainkan bertindak sebagai atas nama atau
kepentingan pihak lain, seperti ekspeditur, biru perjalanan, pengatur muatan,

penguasa perdagangan atau karena ia memperoleh hak dalam perjanjian itu,

perjanjian

Qa an+kepada orang yang ditunjuk
sebagai penerin . c
(2) Pengirim

Dalam KUHD tidak diatur defenisi pengirim secara umum.

Tetapi dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim

57 Purwosutjipto, HMN. “Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia”, (Jakarta: Djambatan, 2009).
Hal 3-4
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adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya
pengangkutan. 8

Sehingga dapat dikatakan bahwa, sebagai kewajiban pengirim

berbunyi:
“setelah barang yang diangkut itu diserahkan ditempat tujuan,
maka haruslah sipenerima membayar upah pengangkutan, dan segala

apa lainnya yang wajib dibayarnya menurut upah pengangkutan, dan

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2013), him 35

% Purwosutjipto, HMN. “Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia ”, (Jakarta: Djambatan, 2009).
Hal 5

6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1317 Ayat (2)
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B.

segala apa lainnya yang wajib dibayarnya menurut surat-surat

berdasarkan nama barang tersebut vyang telah diterimakan

kepadanya”.®!

Tinjauan

1.

tanggung jawab mempunyai dua arti, sebagai terjemahan dari istilah
responsibility dan istilah liability. Responsibility mempunyai arti tanggung
jawab dalam pelaksanaan suatu tugas atau untuk suatu benda atau seseorang,

sedangkan liability adalah istilah yang menunjukkan tanggung jawab untuk

61 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 491
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mengganti suatu karena cidera jannji, perbuatan melawan hukum atau karena

susuatu yang menjadi milik atau dibawah penguasaan pihak lain. 2

Tanggung jawab pengangkut menurut Kitab Undang-Undang Hukum

pengirim.5

menjaga

sampal saat

babkan karena

an atau karena

Tanggung jawab pengangkut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahhun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan angkutan Laut

dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa:

62 Khairunnisa. “Kedudukan, Peran, dan Tanggung Jawab Hukum” (Medan, 2012)
8 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Pengangkutan Niaga”, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2013) hal.10
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“Perusahaan Pelayaran bertanggung jawab sebagai pengangkut
penumpang, barang, dan hewan sesuai dnegan Kketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atas persyaratan perjanjian pengangkutan,

the goods are
gkutan barang
sampai dengan saat

muatannya di

Pelayaran adalah sebagai berikut:
a.  berdasarkan Pasal 40 angka (1), Perusahaan angkutan diperairan
bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang

dan/atau barang yang diangkutnya;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang “Angkutan di Perairan”
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b.  Pasal 40 angka (2), Perusahaaan angkutan di perairan bertanggung
jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang

dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak

Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dengan demikian apabila dihubungkan dengan pengangkutan laut,
maka ini menjadi tanggung jawab pihak pengangkut untuk membayar ganti
kerugian akibat kesalahan pengangkut sesuai dengan besarnya kerugian yang

diderita.

8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 41
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Sedangkan untuk tanggung jawab pihak pengirim yaitu membayar

biaya ongkos pengangkutan, si pengangkut berhak untuk menuntut

pembayaran ongkosnpengangkutan itu kepada pihak yang terlibat, baik itu

dalam hal ini
a saja terbebas
dari te dapat beberapa

hal se

1)

Rumusan dari pasal 92 KUHD berbunyi:
“pengangkut atau juragan perahu tak bertanggung jawab atas
terlambatnya pengangkutan. Jika hal ini disebabkan karena hal yang

memaksa”

% Shidrata, Hukum Perlindungan Konsumen PT.Grasindo, Jakarta , 2012
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Menurut R.Satiawan pengertian keadaan memaksa ialah:
“suatu keadaan memaksa yang terjadi setelah persetujuan, yang

menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur

enanya itu

timbulnya

, dan lain-lain.

ebakaran yang

barang itu sendiri adalah
diakibatkan karena keadaan barang itu snediri, misalnya yang
diangkut ikan basah dan dalam pengangkutan menjadi busuk.
(5) Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang
Sehingga menyebabkan pengangkut terbebas dari tanggung

jawabnya, hal ini misalnya adalah dalam pemasukan atau
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pengepakan kurang baik, yang menyebabkan barang itu rusak
pada saat penyerahannya.®’

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan

Civil Prancis. Pasal tersebut menyebutkan “any act whatever done bye

a man which cause demage to another obliges him by whose fault the
demage was cause to repair (Tindakan apapun yang dilakukan oleh

seorang yang menyebabkan kerusakan pada orang lain

67 Kitab Undang-Undnag Hukum Dagang Pasal 91
8 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Pengangkutan Niaga”, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2013) hal.10

48



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

mengharuskannya atas kesalahan siapa yang menyebabkan kerusakan

untuk memperbaikinya).®®

Berdasarkan pada prinsip ini pula, setiap pengangkut yang

tentang Pelayaran menentukan bahwa jika dapat membuktikan bahwa
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ¢ dan d, bukan
disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan diperairan dapat

dibebaskan ssebagian atau seluruh tanggung jawabnya. "

8 Saefullah Wiradripraja. E, “Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Pengangkutan Internasional dan
Nasional ", (Yogyakarta: Liberty,2009)
0 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pelayaran
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2)  Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability)
Menurut  prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga

(presumption of liability), tergugat (pengangkut) bertanggung jawab

19gU apabila ie : an b dirinya tidak
)
ber : anggung jawab

o
ﬁru o
rke
[ 4
@!

terjadinya.” "2

Dengan demikian jika prinsip tanggung jawab karena kesalahan
adalah asas, maka prinsip tanggung jawab karena praduga adalah
pengecualan yang artinya pengangkut akan bertanggung jawab atas

setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan,

" Khairandy, Ridwan, 2006, Pengantar Hukum Dagang, Yogyakarta, Penerbit FH UlI Press.
2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 468 Ayat (2).
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tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah
atau lalai maka ia dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.

3)  Prinsip tanggung jawab mutlak (Absolute liability atau strict liability)

%‘1‘.

navaeh

2\

o
f

<

pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat

digunakan strict liability.”

73 Shidrata, “Hukum Perlindungan Konsumen” (Jakarta: PT.Grasindo 2012), him. 63
4 Khairunnisa. “Kedudukan, Peran, dan Tanggung Jawab Hukum (Medan, 2012)
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3. PembatasannTanggung Jawab Pengangkut
Mengenai batas tanggung jawab pengangkut, diatur dalam Pasal 470 KUHD. Isi
Pasal 470 KUHD tersebut adalah :

a.

patas harga

dan peranak

untuk

ari suatu jumlah
ut, kecuali telah
perlaku bagi muatan curah,
misalnya minyak bumi, terigu, semen dan lain-lainnya.” "
c.  Pasal 470 ayat 3 KUHD
“Pengangkut tidak akan memberikan ganti rugi, apabila sifat

dan harga barang dengan sengaja diberitahukan secara keliru.”’’

75 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 470 Ayat 1
76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 470 Ayat 2
77 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 470 Ayat 3
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Dari apa yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengangkut

tidak bertanggung jawab terhadap : Menurut arti kata, angkut berarti

mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan

Semangat kewirausahaan Bapak Farid mengantar perusahaan tersebut, pada
tahun 2005 memulai operasinya dengan dipercaya menjadi kontraktor sebuah
proyek pembuatan Sekolah Dasar di Penyalai, Kuala Kampar menjadi sebuah

perusahaan penuh. Pada saat itu perusahaan memperluas prospek bisnisnya

78 H.M.N. Purwosutjipto, op.cit, h 196
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mencakup area yang lebih luas di Perairan Kabupaten Pelalawan .

Perusahaan membuka cabang usaha lain sebagai Kontraktor, dan termasuk
Transportasi. Pada tahun 2007, perusahaan mendapatkan kontrak Transportasi
pengantaran BBM Jenis Solar Indusiri (Non Subsidi) untuk Kebutuhan PT.PLN
(persero) Ranting Teluk Dalam dan PT. PLN (Persero) Ranting Teluk Meranti.
Perusahaan..berusaha beradaptasi " dan” “menyesuaikan banyak kebijakan
operasionalnya, seperti yang awalnya hanya dapat sebagai pengangkut
barang dengan menggunakan sepeda motor, mobil pick up, dan kapal
kayu kargo kecil dengan mengganti armada kapal kayu kargo kecil yang
menampung muatan hanya sampai 7 TON menjadi armada kapal kayu kargo yang
lebih besar yang dapat menampung muatan hingga 20 TON bermesin diesel yang
membutuhkan biaya bahan bakar dan perawatan yang rutin setiap bulannya. Berkat
prinsip dan gaya menajemen-adaptasi ini, perusahaan berhasil bertahan.

Dengan peningkatan keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh klien
kepada CV.Usaha Maju Setia sebagai kontraktor, pada tahun 2015 CV. Usaha
Maju Setia memenangkan Tender dan mendapat proyek pembuatan Gudang Obat
Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan. Setelah menyelesaikan
proyek pembuatan Gudang Obat Rumah Sakit Tersebut, sayangnya pada tahap
pembayaran dan penilaian. Perusahaan CV.Usaha Maju Setia di uji karena
terhambatnya pada tahap Uji Lab Bangunan dan Anggaran Pembangunan Daerah
sehingga menjadi sengketa yang dibawa ke pengadilan yang berlarut sampai
dengan tahun 2017.

Tak hanya sampai disitu, karena banyaknya pesaing Transportir Laut Dalam
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Negeri Liner untuk Barang di Kabupaten Pelalawan dan penawaran yang mungkin
lebih menguntungkan, pada tahun 2017 akhir CV.Usaha Maju Setia Kehilangan

kontrak Pengangkutan BBM jenis Solar Industri (non subsidi) tersebut. Maka

sempat pada waki s DI ah Maju Setia berhenti

wantt 'o..

Maju Setia menc : ) 1 : gkutan BBM
jenis Solar S ";: ‘- -L :h_ : sero) Ranting
Teluk Dalam dan PT. PL e _ _ eh pengirim yang
an permintaan
dan tentu tetap

apatkan win-win

Transportir di Pangkalan Kerinci. Dengan Struktur bidang perusahaan sebagai

berikut:

(1) Kontraktor, berfokus kepada jasa konstruksi contohnya pembangunan dan
renovasi Gedung, perbaikan dan pemeliharaan Jalan Umum, hingga

Pemasangan atap dan pemasangan kerangka baja.
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©)

(4)

()

Jasa Transportasi, berfokus pada Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang

Umum dan/atau Hewan, Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat, dan

Angkutan Sungai untuk Barang Khusus dengan berat beban (sampai 35 ton).

&

s

&

s subs
&
o
g
o
&
ol

’ kan perikatan
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A

BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perj' Pengangkutan Laut Kayu Kargo Oleh CV.

menjalankan perusahaan penga yang berbentuk perusahaan persekutuan
badan hukum, dalam hal ini, CV. Usaha Maju Setia berkedudukan sebagai
pengangkut. Perjanjian pengangkutan dapat terjadi secara langsung antara
pihak-pihak atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara

yakni ekspeditur, biro perjalanan, dan sebagainya. Apabila pembuatan

9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313
8 Zaeni, A. “Hukum Bisnis” (Raja Grafindo,Jakarta 2008)
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perjanjian pengangkutan dilakukan secara langsung, maka penawaran dari

pihak pengangkt dilakukan dengan langsung menghubungi pihak pengirim

atau penumpang. Pada pengangkutan laut, kapal laut menyinggahi

sebelum penyerahan barang dari muatan, dan tujuan.8! (wawancara dengan
bapak Ahmad Ridho, selaku Wakil Direktur CV. Usaha Maju Setia tanggal
20 Juni 2022).

Dalam Pasal 506 KUHD dinyatakan bahwa konosemen adalah surat

bertanggal dimana pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima

81 wawancara dengan bapak Ahmad Ridho, selaku Wakil Direktur CV. Usaha Maju Setia tanggal 20 Juni
2022
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barang tertentu untu diangkut ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan di
sana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk (penerima) diserta dengan

janji-janji apa penyerahan akan terjadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 504

permintaan pengirim.

!““‘ .té‘ ibolehkan

yang bersangkutan ;

c.  Tanda bukti atas barang, dengan memiliki konosemen berarti sekaligus
memiliki barang yang tersebut didalamnya. Setiap pemegang
konosemen berhak menuntut penyerahan barang yang tersebt

didalamnya. Di kapal mana barang itu berada (Pasal 510 KUHD).

8 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 504.
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Penyerahan konosemen sebelum barang yang tersebut didalamnya

diserahkan oleh pengangkut, dianggap sebagai penyerahan barang

tersebut (Pasal 517 a KUHD)

isi yang prlu
osemen yang

ai berikut:

“Setiap kali ada pengiriman barang melalui CV. Usaha Maju Setia akan
selalu dipantau dan dilihat dengan teliti oleh awak kapal di sepanjang rute
pengiriman dan dengan pemberhentian wajib di dermaga peristirahatan untuk

memeriksa status pengiriman, keadaan kapal (pengangkut) dan barang
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muatan.”® (wawancara dengan bapak Ahmad Ridho, selaku Wakil Direktur

CV. Usaha Maju Setia tanggal 20 Juni 2022), dan setiap kali pengiriman

barang atau muatan, nahkoda atau pengemudi dibekali dengan surat

83 wawancara dengan bapak Ahmad Ridho, selaku Wakil Direktur CV. Usaha Maju Setia tanggal 20 Juni
2022

84 wawancara dengan bapak Taufik, selaku nahkoda atau pengemudi CV. Usaha Maju Setia tanggal 22 Juni
2022
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Berikut contoh surat pengantar pengiriman:

- e et L R L e N A 5 B T o i

- = S——
ll PERTAMINA Untuk PELANGGAN
PATRA NIAGA

AN
Untuk PIHAK LAIN A7 PERTAMINA

PATRA NIAGA

Standard - PLN Depot Siak

JI. Tanjung Datuk No. 348

PRODUK
NOMOR SO/S
NOMOR DO

5305,1-0675306,1-0675307

JAM TIBA

STOCK TERIMA

DENSITY & TE

ORDER BERIK | ! 1%ang dimitii Pertamina Patra Niag
TAND D A LENGKAP. P A dadangan tidak dibutuhkan,

11.06.2022 07:51.57 IFOSDS PEP 170

A MENGGUNAKAN PRODUK PERTAMIN,

belah pihak, barang yang akan diangkut diantar oleh pengirim ke pelabuhan
pengangkutan di pangkalan kerinci dan disalin ke tanki kapal kayu kargo
untuk siap diangkut oleh kapal kayu kargo menuju tujuan, untuk muatan

dengan resiko basah maka di tiap kapal akan dibekali terpal.””®

® wawancara dengan bapak taufik selaku nahkoda atau pengemudi kapal kayu kargo CV. Usaha Maju setia
tanggal 22 Juni 2022
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Narasumber juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengangkutan
melalui perairan (sungai), meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pemuatan

barang atau penumpang di pelabuhan/dermaga pengangkutan, tahap

atau pembongkaran

RESS 'o..

2)  Nama dan Tujuan Pengiriman
3)  Nama dan Alamat penerima
4)  Tempat dan tanggal surat angkutan

Setelah pengirim menyerahkan barang muatan ke CV.Usaha

Maju Setia, barang tersebut di ukur terlebih dahulu dan kemudian

8 Soekardono.R, Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Rajawali,1996)
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dilangsir dan dimuat ke tanki minyak yang tersedia dalam kendaraan
yang menjadi angkutannya, disini kendaraan yang dimaksud adalah

kapal kayu kargo. Setelah pemuatan selesai, nahkoda menyiapkan kapal

r
-
o

s
Y
¢
V

harus menunjukkan secara jelas identitas kapalnya.
Dilihat dari Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, pengertian secara tegas diatur dalam pasal 1 angka 2 yaitu :
“Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun,
yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda

termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah
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permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah”.

Dalam pengurusan kapal mulai dari keberangkatan kapal sampai

* g urat-menyurat)
apal rangkat dari  asal

(hukum public). Dalam hal ini hukkum public mempengaruhi
keberlakuan hukum perdata.

Dengan ini pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan
memaksakan keberangkatan kapal sebagai pelaksanaan perjanjian,
apabila syahbandar tidak memberi izin berlayar maka, perjanjian

pengangkutan laut tidak dapat dilaksanakan.
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(3) Tahap Penurunan atau Pembongkaran Barang
Setelah Kapal Pengangkutan tiba, barang muatan tersebut

langsung diantarkan ke tempat tujuan atau ditempat yang disepakati

ancara, maka
melaksanakan
elama ini telah

hak pengangkut

Kapal Pengangkut Muatan menerima barang yang akan diangkut, pihak
pengirim harus mengkonfirmasi jadwal angkutan dan kualias yang sudah
sesuai dengan yang terperinci didalam surat order (DO) agar pihak kami
bersiap untuk menerima muatan yang akan diangkut, hal ini juga sudah tertera
dalam isi perjanjian yang telah disetujui. Adapun masalah pembayaran akan

dilakukan Ketika barang muatan tersebut sampai dengan selamat di tempat
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tujuan sesuai dengan yang telah disepakati, maka pihak pengangkut akan
menagih pembayaran kepada pengirim dengan membawa bukti-bukti surat

yang menyatakan bahwa pengangkutan telah terlaksana dan barang muatan
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87 wawancara dengan bapak Ahmad Ridho, selaku Wakil Direktur CV. Usaha Maju Setia tanggal 20 Juni
2022
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2.  Faktor Keterlambatan Pengangkutan Laut Kapal Kayu Kargo Oleh CV.

Usaha Maju Setia

Pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur laut merupakan salah

pada pukul 23.30 tengah malam karena gelap dan tidak Nampak bahwa
keadaan sedang pasang surut sehingga salah mengambil jalan dan kapal naik
ke tengah pantai menyebabkan kandasnya kapal dan patahnya kipas kapal

yang menyebabkan kapal miring dan muatan bergeser ke samping Kiri

88 wawancara dengan bapak Ahmad Ridho, selaku Wakil Direktur CV. Usaha Maju Setia tanggal 20 Juni

2022
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menjadi tidak beraturan bahkan ada sebuah sepeda motor yang jatuh ke
pantai karena miringnya kapal pada saat itu "

Sama halnya dengan pengungkapan lbu Sri Rahayu.S.Pdi sebagai

bungkusan yang

akan pada barang

kerusakan mesin merupakan kendala terbesar yang menyababkan terjadinya
keterlambatan ataupun kerusakan barang dalam pengangkutan melalui jalur

laut, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan wakil direktu CV.

89 wawancara dengan bapak taufik selaku nahkoda atau pengemudi kapal kayu kargo CV. Usaha Maju setia

tanggal 22 Juni 2022
9 Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu.S.Pdi sebagai sekretaris penanganan CV. Usaha Maju 20 juni 2022

91 wawancara dengan bapak taufik selaku nahkoda atau pengemudi kapal kayu kargo CV. Usaha Maju setia

tanggal 22 Juni 2022
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Usaha Maju Setia, nahkoda atau pengemudi Kapal Kayu Kargo CV. Usaha
Maju Setia dan Sekretaris penanganan CV. Usaha Maju Setia.
B. Pertanggung Jawaban oleh CV. Usaha Maju Setia atas keterlambatan
pengangkutan laut kapal kayu kargo di Pangkalan Kerinci
1.  Pertanggung Jawaban CV. Usaha Maju Setia

Berkaitan dengan -tanggung 'jawab CV. Usaha Maju Setia selaku
pengangkut bertanggung jawab atas barang yang diangkutnya mulai dari
pemuatan barang muatan sampai dengan ke tempat si penerima barang. CV.
Usaha Maju Setia tidak mengansuransikan barang-barang yang diangkutnya.
Jadi apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau. kemusnahan, CV. Usaha
Maju Setia akan mengganti sepenuhnya. Apabila terjadi kerusakan alat
pengangkut (kapal) dan barang tersebut harus dikirim pada hari itu juga, CV.
Usaha Maju Setia meminta pengertian kepada pihak pengirim barang atas
ketidak nyamanan atau kelalaian pengangkutan. CV. Usaha Maju Setia juga
bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat oleh awak kapal atau
nahkoda yang menyelenggarakan pengangkutan.®?

Dalam prakteknya \CV. "Usaha Maju Setia selaku perusahaan
pengangkutan mengetahui dengan jelas dan menerapkan ketentuan ini dalam
perjanjian pengangkutan kapal, dimana pihak pengirim atau pengangkut
minyak BBM bertanggung jawab atas barang yang dikirim tidak melebihi
batas kemampuan tanki minyak dan memenuhi persyaratan yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun

92 \Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu.S.Pdi sebagai sekretaris penanganan CV. Usaha Maju 20 juni 2022
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2002 tentang Perkapalan. Secara spesifiknya pada Pasal 100 sampai dengan

103, yang berbunyi®:

Pasal 100

al dengan

peti kemas

akan ditempatkan

peroleh beban

terwujudnya kelaiklautan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 102:
“dengan adanya ketentuan tersebut diatas maka luasnya tanggung

jawab pengangkut dalam pengangkutan barang dan penumpang

% Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan
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angkutan laut pelayaran dalam praktek/kebiasaan terdapat 2 (dua)

macam.®

a. From tackle to tackle

baran datkan kerusakan
akan m a menerima jasa
angkutan pengangkut
bertanggung ja ' @ ‘ apabila tentang sifat dan barang

tersebut tidak diberita

Apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang muatan oleh kapal
kayu kargo CV. Usaha Maju Setia, maka perusahaan akan melakukan
peninjauan terlebih dahulu, apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan,

apa karena force majeure atau murni karena human eror, apabila memang

9 Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
him.165
% Kitab Undang-Undang Hukum dagang Pasal 496
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terbukti karena kesalahan dari si nahkoda maka CV. Usaha Maju Setia
akan mengganti kerugian berupa uang dengan didahului pengajuan
keringanan claim atas keterlambatan tersebut. hal ini sesuai dengan surat
perjanjian pengangkutanyang menjadi.dasar dari perjanjian antarasi pengirim
dengan pengangkut dalam hal ini CV. Usaha Maju Setia.”®

Apabila terdapat . kekurangan: kuantitas dan kualitas barang, tidak
adanya penyerahan barang ataupun terdapat kerusakan pada barang yang
terjadi selama pelaksanaan pengangkutan, maka ini tanggung jawab dari CV.
Usaha Maju Setia. dalam hal kekurangan kualitas kan kuantitas barang yang
akan diangkut oleh CV. Usaha Maju Setia sebelum memulai pelaksanaan
pengangkutan, maka CV. Usaha Maju Setia memberitahukan kepada si
pengirim bahwa kualitas dan kuantitas barang kurang sempurna. Jika si
pengirim barang tidak melakukan penambahan kualitas dan kuantitas barang
muatan, maka barang tersebut tidak akan diangkut oleh pihak pengangkutan
CV. Usaha Maju Setia. Dan apabila pihak pengangkutan tetap membawa
barang muatan tersebut tanpa memeriksanya dan terjadi kerusakan atas
barang tersebut dan dipertanyakan oleh pihak penerima, maka akan tetap
menjadi tanggung jawab pengangkutan, dengan mengganti barang muatan
tersebut sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, dan didalam surat order
pengangkutan sudah dijelaskan agar pengangkut melihat dan memeriksa

segel dengan teliti untuk meminimalisir terjadinya kerusakan barang dalam

9 Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu.S.Pdi sebagai sekretaris penanganan CV. Usaha Maju 20 juni 2022
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proses pengangkutan.®’
Narasumber juga mengatakan apabila terjadi keterlambatan dan

kerusakan barang paket, CV. Usaha Maju Setia juga akan bertanggung jawab

n barang paket yang

dikirim, denga a da surat muatan itu.
Narasumh .Q wawpihak perusahaan memiliki
kendala atau factor pe . m ﬂ'@,“ aksanaan kegiatan penagngkutan
muatan barang melalui kapal laut, Adapun faktornya sebagai berikut:
Pertama, Faktor internal. Faktor internal merupakaan factor yang terksit

dengan operasional, seperti keterlambatan yang disebabkan oleh kendala

kendala internal dalam proses pengiriman seperti terjadinya kerusakan kapal

7 Ibid
98 Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu.S.Pdi sebagai sekretaris penanganan CV. Usaha Maju 20 juni 2022
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pengiriman atau adanya keadaan yang menyebabkan muatan harus
dipindahkan ke kapal lainnya dan keadaan lain yang diluar kendali sehingga
berdampak pada keterlambatan waktu pengiriman.

Bentuk-Bentuk Kerugian

Pihak pengangkut berkewajiban mengangkut barang-barang yang
diserahkan ke tempat tujuan-dan menyerahkannya tepat pada waktunya dalam
keadaan seperti pada waktu diterimanya pada pihak penerima. la harus
menjaga bahwa keadaan barang-barang itu dalam keadaan seperti pada waktu
diterimanya dari pihak pengirim. Apabila dalam hal ini terdapat kekurangan,
barang-barang itu dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya dari pihak
pengirim. Apabila dalam hal ini terdapat kekurangan, barang-barang itu
terlambat datangnya, tidak ada penyerahan dari barang-barang itu atau
terdapat kerusakan dalam. barang-barang.yang diangkut itu terjadi selama
pengangkutannya, maka ia bertanggung jawab terhadap pihak pengirim dan
pihak penerima dan harus mengganti semua kerugian yang terjadi atas
barang-barang ‘itu. Adapun mengenai jumlah penggantian yang harus
dibayarkan oleh pihak pengangkut, ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal
1246 sampai dengan1248 KUH Perdata dapat diperlakukan dan penggantian
ini hanya meliputi kerugian yang benar-benar diderita dengan
kemungkinan ditambahkan keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan

semula.

Adapun isi dari Pasal 1246 KUH Perdata, Biaya, rugi dan bunga yang

oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada

75



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus

dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta

perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini®® (Pasal 1246 Kitab

atau benda ini jadi terbakar di dalam perjalanan, pendeknya pembawaan-
pembawaan pada benda-benda sendiri yang menyebabkan benda-benda itu
tidak tahan begitu lama dalam pengangkutan yang normal. Lain hal adanya
kalau rusak atau cacatnya barang- barang itu adalah akibat dari penempatan

tak kurang tepat dalam alat pengangkutan, jadi tidak dilakukan dengan

9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246
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sekedar keahlian. Kerusakan atau kemunduran nilai benda yang dimaksudkan
jika terbukti atas beban pengangkut, yaitu :1%°

(1) Kesalahan dan/atau kelalaian sendiri pada pengirim/ekspeditur.

‘-y 1D Pasal 1245

T

akesalahan atau

Sagaa

aksudkan sifat

pihak pengangkut, dalam hal ini CV. Usaha Maju Setia akan mengganti dan
bertanggung jawab atas barang-barang yang diangkutnya dari tempat
penyimpanan barang sampai dengan tempat tujuan. Barang-barang yang

diangkut oleh CV. Usaha Maju Setia tidak di masukkan ke dalam asuransi,

100 Adji, dkk , HukumPengangkutan Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta 1991)
101 purwosutjipto, HMN. “Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia”, (Jakarta: Djambatan, 2009).

Hal 36
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jadi apabila barang-barang CV. Usaha Maju Setia itu terjadi terlambat

datangnya barang, kehilangan, musnah, atau terdapat kerusakan pada barang

selama pelaksanaan pengangkutan maka CV. Usaha Maju Setia sepenuhnya

harinya. Setiap permasalahan yang terjadi selalu menuntut pada penyelesaian
atau pemecahaan masalahnya perlu dilakukan secara tepat agar tidak terjadi
masalah yang berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi
kedua bela pihak serta agar kedua bela piahak mendapatkan keadilan yang
baik.

Tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut oleh pihak penerima jikalau
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pengangkut  dalam  perselisihan-perselisinan ~ antaranya  dengan
penerima/pengirim, ialah berdasarkan perjanjian pengangkutan, ternyata
tidak melaksanakan perjanjian itu secara wajar dan dalam waktu yang
ditetapkan tidak pula berhasil mendiskulpir dirinya, maka sudah barang tentu
pihak penerima/pengirim dapat menuntut penggantian kerugian yang
diderita, hak menuntut mana terbit dari perjanjian pengangkut tersebut. Siapa
mestinya antara “penerima/pengirim yang duluan beraksi pertama-tama
tertanggung dari dari faktor apakah penerima telah melahirkan kehendaknya
untuk menerima barang-barang angkutan, sehingga barang-barang itu harus

diserahkan kepadanyal®

Pada CV. Usaha Maju Setia apabila barang-barang yang diangkut
selama melaksanakan pengangkutan terjadi hilang seluruhnya, terlambat
ataupun ada kerusakan'pada barang paket, atau muatan, pihak pengangkut
dalam hal ini CV. Usaha Maju Setia akan mengganti kerugian sebanyak
Muatan BBM yang diangkut, hal ini sesual dengan kontrak perjanjian yang
telah disepakati. Tetapi sebelumnya ditanya terlebih dahulu kepada pihak
penerima, apakah mau diganti_dengan barang atau berbentuk uang sesuai
dengan harga barang tersebut, biasanya si penerima akan meminta
penggantian berbentuk barang sesuai barang yang hilang tersebut. Apabila
barang terlambat penyerahan barang, CV. Usaha Maju Setia akan
memberitahukan pihak penerima barang bahwasanya terjadi keterlambatan

dan CV. Usaha Maju Setia dalam hal ini meminta pengertian kepada

102 Adji, dkk , HukumPengangkutan Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta 1991) Hal.25
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penerima barang dan dalam masalah ini tidak pernah terjadi penuntutan yang
dilakukan penerima/pengirim barang terhadap CV. Usaha Maju Setia, tetapi
apabila terjadi penuntutan atau permintaan gantirugi maka CV. Usaha Maju
Setia akan_mengganti kerugian yang_diderita pthak penerima barang. Sama
dengan halnya terjadi kehilangan barang, dalam hal terjadi kerusakan barang
pun pengangkut mengganti Kerugian., CV.. Usaha Maju Setia menanyakan
kepada si penerima barang, penggantian ganti ruginya berbentuk apa.
Kerusakan barang diketahui pihakpenerima ketika barang sampai di alamat
penerima. dan barang itu langsung diperiksa dihadapan nahkoda. Apabila
terjadi kerusakan, nahkoda akan membawa kembali ke tempat pengambilan
muatan, memberitahukan pada perusahaan bahwasanya barang tersebut rusak
sebagian atau keseluruhan, selanjutnya barang tersebut diganti dan dibawa
kembali ke alamat penerima dengan ongkos angkutan ditanggung oleh pihak
pengangkut dalam hal ini CV. Usaha Maju Setia. 1°3

Pasal 94 KUHD mendorong kepada pihak penerima, untuk secepatnya
membuka perpackingan (pembungkus) memeriksa dengan teliti barang-
barang yang diangkut atau diterimanya khususnya untuk barang yang
berharga atau bernilai oleh karena pemeriksaan secara ecpretie (pemeriksaan
tenaga ahli) sangat mahal dan dipergunakan secara efisien dalam
mempergunakan tenaga ahli. Tujuan pemeriksaan (expretie) ialah untuk
menetapkan besarnya kerugian diderita penerima akibat rusak dan hilangnya

barang diterimanya sedangkan ongkos angkutan telah dibayar lunas.

103 Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu.S.Pdi sebagai sekretaris penanganan CV. Usaha Maju 20 juni 2022
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Pemeriksaan expretie dianggap tidak perlu lagi ;1%

(1) nilai barang yang diangkut lebih kecil sehingga tidakseimbang

dengan biaya pemeriksaan (expretie).

Kejadian atau musibah pengangkutan merupakan peristiwa yang tidak

dapat diketahui sebelumnya oleh penumpang, pengirim barang, atau oleh

104 sigit Sapto Nugroho, dkk , “Hukum Pengangkutan Indonesia”, (Solo: Navida, 2019)

105 Abdulkadir Muhammad, “Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam

Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi”, (Yogyakarta: Genta Press, 2007)
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pengangkut, mungkin musibah itu dapat diperkirakan akan terjadi. Jika
pengangkutsudah diperiksa oleh ahlinya dan ternyata layak digunakan untuk

mengangkut penumpang dan/atau barang, sedangkan yang mengendalikan

yang bukan
k Yang Maha

atau petir yang

kerugian dapat berupa kehilangan, kerusakan, kehancuran barang milik
penumpang ataupengirim barang. Alasan yang diapakai oleh pengangkut

untuk menolak tuntutan pengirim atau ekspeditur ialah “keadaan memaksa”
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(overmacht, force majeure). 1
Di dalam KUHD juga mengatur tentang hal ini, yaitu:

1)  Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan

kealpaan si

dang Hukum

2) j 3 eraht 0€ jawab atas
L : =

cara yang “obj adalah sangat berat bagi

pengangkut-debitur.
b)  apakah dalam keadaan konkrit, pengangkut-debitur telah

berusaha sejauh mungkin untuk mencegah datangnya kerugian,

106 1 estari Ningrum, “Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis”, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2004)
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meskipun usaha itu tidak berhasil. Dalam hal ini pembentuk
undang-undang condong pada cara yang kedua, yakni keadaan

memaksa yang subjektif, karena dalam Pasal 468 ayat (2) dan

cht” tidak ada. Dalam
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

1.

ditempat tujuan yang telah

2. Kerugian yang timbul selama proses pengiriman muatan di CV.Usaha Maju

Setia apabila terjadi keterlambatan, maka perusahaan pengangkut akan
mengganti dan bertanggung jawab atas barang muatan yang diangkutnya dari
tempat pemuatan barang muatan sampai dengan tempat tujuan. Kerugian
tersebut akan diganti apabila terbukti karena kelalaian dari pihak pengangkut

selama proses pengangkutan muatan oleh perusahaan pengangkut CV.Usaha
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Maju Setia. Tanggung jawab pengangkut akan di kecualikan dari tuntutan

apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan yang terjadi

sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima bukan dikarenakan kesalahan

a kesepakatan

melalui jalur

terjadinya hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.
CV.Usaha Maju Setia sebagai pihak penyelenggara pengangkutan harus
memahami benar akan tanggung jawabnya mengenai kerugian yang mungkin
timbul bagi pengirim barang akibat dari kesalahan/kelalaian dari pihak

pengangkut. Apabila ada tuntutan ganti rugi dari pengirim, maka pihak
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pengangkut wajib bertanggung jawab menjelaskan masalah dan mengganti

kerugian sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan para pihak yang tersebut.
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